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Absrap!_

Education budget is assumed to have a strong relationship with
q u a I i ty i m p r ov e m e.nt an d 

_o- 
p p or t u n i ty e q u al i z at i r", i, W 

" 
i, t ULi, n 

"basic education level. fi"re\or",'it is necessary to identify aneducation-Jinancing model ihat can improv, 'tlr" q,uitity' onaaccessibility of education. This research wys an evaluative type ofsurvey, 36 public Elementary Schools and lg private El;;;;rrySchools were included,, anh l^{2 respondents were purposivelyselected to Jind out.the profil,e of 'education 
o,uagli'trt-iori"

education level, and they o.9ia of iducation budget i^ ipl*"aThe results of this study indicstei thatt most of public elementaryschool revenue mostly came from the parents and communitysources. The biggest portion o7 upeniitur, *ri oti;;;;;'f*teacher salary, and 7n!l a small-poriion was allocarca 7o, iii"_tional activities, and for proruri*"rt of facilities. fiiiir""i'rraindirect- cost paid th,e parenrc was \igger in private schools, andmost of whichwas the direct cost. Thi"unit cistfor privrtri'"ioot
was bigger. This study also found out that theri was ,rt*iin iipbetween the quatity..and aicessibitity o" the one side, and thereuenue and expenditure compositiois at the school trr"i' or'rn,other side. Based on. the 

_resuk of tiX'- stuay, basic policies areneeded to decrease the school.depLndency on government sources,and to increase the community sources fo, ir"r"oriig ,i"'irri"education quality and accessibilii ii; core policy problem is"Who is responsiblefor which budget ioliponrnr,,.
keywords: educqtit

quoti,y'nf f i'':::"::i;";;,"f ::,"'o:;:'::;::,n::;::,
ffictiveness.
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Profil Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendahuluan 
n di Indonesia masih tergo-

Mutu dan Pemerataan Pendidika

long rendah. Lapo,an gu'k Dunia yang berjudul Education in

Indone si a : Fr om C;;; t' i 
- 
n" oo"ty 1 i sesl mengidentifikasi empat

kelemahan institusionar-sJugai penyebab potensial terhambafirya

kemajuan pendidlcJn? i;;;;' khususnva pada ting(at pendi-

dikan dasar, yaitu (1) sistem orgamsasi yanq komplekl.di tingkat

pendidikan dasar, 1i; **{gT'. yattg terlalu sentralistik pada

tingkat SLTP, Ol tltp"tJ-utr+ F kakunva proses pembiavaan

p.iaiJil.* p"ar',i"ei,i ttrta'rt dasar dan SLTP' dan (a) mana-

i;;6g iiarr efektif pada jenjang sekolatr'

Untuk meningkatkan mutu dan pemerataan Pendidikan'

khususnya puau tln-gili pendidikan dasar' kelemahan-kelemahan

institusional t.rr"u"7-rr-*s diatasi. Bank Dunia dalam laporan

tersebut di atas, *;;;k;t;dasikan lima aspek yang diproyeksikan

akanmamp.r*"ngu*^ikelemahanan-institusionaiyangdimaksud'
yaitu dengan (1)';;;;J "t* 

lokal' {2) penetapan kembali

tanggung jawab uiu' perencanaan jangka .pT*g: q], TT:
bangunan kemampuan kllembagaan' (4) pemberian otonoml yang

lebih besar d*g; ;;;i"*"""tttorar' va"g bertanggung jawab'

dan (5) sistem pendanaan yang menjamin pernerataan dan efisiensi'

Lima aspek rekomendasi yang diajukan Bank Dunia

mendorong lahir ;; diberlakukannya o'tonomi dan desentralisasi

dalam pengetotaaJ;;tJtd di Inionesia yang implementasinva

kemudian p"Au ii"'gtut lendidikan dasar berupa diterapkannya

manejemen b.tb";i?- ;efohh (school-based management) dan

pendidikan ue,uasis masyaraka! (c ommunity-b as e d e ducati on) seja.

lan dengan aiu.tiJJu*va Undang-*d*g Nomor ,22 
Tahw

1999 tentang P.;;;t'# oaerah'-Undang-undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbang* 
'Kttr*g* *t*u Pemerintah

pusat aan oaerai]'?*-p.r",*'"" pemerintatr Nomor 25 Tahun
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2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan propinsi
sebagai Daerah Otonom.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang terapannya
berupa manajemen berbasis sekorah dan p""aiJir.-* berbasis
masyarakat serta untuk mendukung meningkatkan mutu danpemerataan pendidikan, penata;m sistem biaya dan pembiayaan
pendidikan (s c ho o r -b as e d bud ge t in g) sangat' oipeaurian;,J;
sinya adalah bahwa ada keterka-*itan Ltara pembiayaan pendidikan
dengan mutu dan pemeratazm pendidikaq'r"*,urnulJda tingkatpendidikan dasar.

Oleh karery itu permasalahan yang muncul dalampenelitian ini adalah perru dicari suatu moder biaya dan pembia-yaan pendidikan yang lebih adil dan dapat meningkatkan mutu danpemerataan pendidikan. Berkenaan dengan perirasalahan utamaitu' penelitian ini mencoba untuk (rf mengiaentintasi profilpembiayaan pendi-dikan 
-yang 

terjadi di tingkat- p.naiJir.* dasar,terutama sekolah 9T., dan (2) berdasarkan-pront pembiayaan itudijajagi suatu moder pembiayaan pendidik* y*g l;il adil dandapat meningkatkan mutu dan pemeiataan pendidikan.

Dalam ekonomi pendidikan, pembiayaan pendidikan dibe-dakan dengan biaya pendidikan. Biaya 
-p.naiai[* 

Lengkajitentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. rot"s-anarisisnyapada aspek marjinalnya, rati-rata unit-ci:ost, nilai tambah, danefisiensi pengarokasi*y.u pembiayaan pendidikan mengkajitentang bagai-mana..biaya itu diperolel. fouurryu pu-au siapu yangmembiayai pendidikanl_si1pa-.vang menikmuii, Oun iuguirrr*usupaya adil dan merata (Nurhadi, tSOl:11.
Pembiayaan pendidikan menyangkut sisi penerimaan dansisi pengeluaran' secga konseptuar'uai' tigu rnoi.il.*uiuyu-

pendidikan baik untuk sisi penerimazm maupun sisi pengeluaran(Triaswati, dkk, 2001 :42r). iertama, pemerintah pusat menyerah-
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ProJil Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

kan sejumlah dana kepada pemerintah daeratr dalam bentuk block-

grir,, y*g *t*a lain didasarkan atas rata-rata biaya per sekolah

ian t oralsi spesifik daerah (Ma, 1977, dalat'- Triaswati, dkk,

2a$:42|).Setaniutnyapemerintahdaerahmenen.tukanjenis
pengeluaran Aana teiseUut. Kedua, memberikan uang langsung

i."plau pihak sekolah dan sekolah berhak menentukan sendiri

alokasi i"rgg*u* dana subsidi sekolah (direct school subsidy)

tersebut, t"p.tti misalnya di India (Dandekar, l9?9.: dalam

Traswati, zisot.+2t1. Kltiga, memberikan dana publik untuk

pendidikan langsung ke individu atau institusi (a.1. rumah tangga)

terdasarkan permiitaun untuk pendidikan. Salah _satu 
bentuk

pembiayaan lenis ini adalah sistem voucher (Patrinos dan

Ariasingam, 1997 :4'5).

DalammekanismeAPBN,strukturpembiayaanpendidikan
pada tingkat pendidikan dasar terdiri dari anggaran rutin (DIP)

sebesar 85% terbagi untuk gaji (83%) dan non-gaji Q%) dan

anggaran pembangrinan (DIP) sebesar 15%' Untuk sekolah dasar

aitiirUatr sumber-lain berupa INPRES SD dan subsidi bantuan

penyelenggaraan pendidikan (SBPP) SD' Selain itu' masih ada

sumber parerimaan lain yaitu dari orang tua siswa d11* bentuk

SPP (BPi) dan bantuan masyarakat (Clark, dkk, 1998:41)

Meningkatkaq mutu pendidikan dasar memerlukan terse-

dianya berbag-ai faktor yang mendukung terjadinya p_roses pembe-

lajaran (Picus, 1995:7; 2000:3-8). Pembiayaan pendidikan meru-

put * salah satu faktor masukan yang memiliki sumbangan berarti

padu peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan desentralisasi

pendidikan merupakan salah satu faktor eksternal yang berpe-

ngaruh dan daiat mengkondisikan tersedianya faktor-faktor

mlasukan, khusuinya p.*biuyu* pendidikan yang mencukupi

untuk terlaksananyu pror.r pembelajaran yang dapat meningkatkan

mutu pendidikan (Triaswati, dkk, 2001 :429)'

58



:-
l"IT

iS

g
;1r

TL

rk

1I

ft
ui

D\

IN

x1

12

.i.
AN

Jurnal Kependidikan, Nomor I Tahun X)(XLil, Mei 2003

Mutu sekolah seraru disejajarkan dengan konsep efektifitas
sekolah, efisiensi, dan schoil- improvement. Mutu sekolah
menunjuk pada pengukuran masukan, proses, keluaran, dandampak. Efisiensi menunjuk pada pengukuran proses dan
keefektifan sekolah pada, umumnya aiuatli p"au'p.rrgukuran._
keluaran. Konsep school improvement (Bush dan coreman,
2000:53) pada umumnya berkaitan dengan urutu-uruta institusi
yang bersifat individual, menekankan pengalaman profesional para
guru dan staf untuk mengenali fokus p"rrirgkutan institusi. Dalampenelitian ini digunakan konsep keereftiran ,.k"i; untuk
menunjuk pada mutu sekolah yang fokusnya pada sekorah, bukan
pada siswa atau guru.

Cara Penelitian

Penelitian dilaksanakan di satu kota dan dua kabupaten
yang diperkirakan mewakili karakteristik propinsi ou.r*, lrtimewa
Yoeyakarta, yaitu Kota yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Kabupaten Kulonprogo dengan sampel daerah'masing--masing satu
kecamalan yang dipandang memiliki sekolah aur* i"?golong baik,yaitu Kecamatan Go_ndokusuman (Kota yogyakarta),"Kecamatan

legok (Kabupaten sreman), dan' kecamatan wates (KabupatenKulonprogo). "--- \--'

. Tahap pertama penelitian baru d,aksanakan pada sekorah
dasar negeri d* 

-ry1lu dengan jumlah sampel ;;trk setiap
kecamatan adalah 12 sD Negeri dan 6 sD Swasta. Responden
terdiri dari dua kelompo(, yaitu kelompok sekolah y*gi"rai.i a*itiga orang, yaitu kepala sekolah, wakii Guru, dan wat]t orang tuasiswa, dan kelompok kecamu?, y*g tediri dari lima orang, yaitu
pengawas, unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, wakil
organisasi profesi, dan wakil lembaga swadaya rnury*ut*.-
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Profil Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendekatan penelitian evaluasi dengan format deskriptif-

retrospektif (Dunn, 1994:611) dipergunakan dalam penelitian ini'

Pengrunpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang

*tit mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan dan

mengetahui irutu dan pemeiataan pendidikan. Data yang terkumpul

disajlkan dan dianalisis secara deskriptif. Penarikan kesimpulan

daniekomendasi dilakukan secara induktif-empirik'

Hasil Penelitian dan Pembahasan

. Pembiay&m Pendidikan

Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta

mendapat alokasi dari pemerintah relatif lebih kecil dibanding

panerimaan sD di Kabupaten Sleman (89,31%) dan Kabupaten

i{,rlorrprogo (8g,7t%). Tetapi, penerimaan dari orang tua dan

masyarakit iebih tinggi, yaitu Kota Yogyakarta (23,36yo),

Kabupaten Sleman g O,eiW1, dan Kabupaten Kulonpro go (8,87 %)'

Di Kota Yogyakarta, sumber penerimaan SD Swasta

terbesar berasal dari orang tua dan masyarakat (75,43%). Tetapi

untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo masih

menunjukkan sumber penerimaan sebagian besar dari pemerintah'

Penerimaan dari orang tua dan masyarakat masing-masing hanya

15,870 untuk Kabupaten Sleman dat l5,29Yo untuk Kabupaten

Kulonprogo.

Dari sudut pengeluaran, pola yang ditemukan hampir sama

yaitu sebagian besar pengeluaran dipergunakan untuk gaji. Alokasi

untuk proir belajar mengajar, sarana dan prasarana, Serta kegiatan

ekstra-kurikuler masih sangat kecil, kurang dari 5,00%. Kecuali

Kota Yogyakana mengalokasikan untuk sarana dan prastlrana

sekitar 5,00%.
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Dilihat dari besamya biaya langsung dan biaya tidak lang-
sung yang dibayarkan oleh orang tua dan besarnya ruta-rata unit
cost untuk tiap sekolatr dasar negeri dan swasta di Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo
adalah (a) kontri-busi orang tua terhadap pembiayaan pendidilian di
sekolah negeri baik langsung dan tidak langsung di Kota
Yogyakarta sekitar 13,00yo, Kabupaten Sleman tl,O}yo, dan
K-abupaten Kulonprogo sebesar 5,o0yo, (b) pada sekolah swasta di
Kota Yogyakarta sebesar lebih 95,000%, Kabupaten Sleman 20,000
dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 27,00o/o, dan (c) pola umum
yang dapat dirumuskan yaitu besarnya kontribusi orang tua
terhldap pembiayaan pendidikan di sekorah negeri jauh rebih
ged,ikit dibanding dengan kontribusi orang tua di setoiatr swasta,
baik biaya langsung maupun tidak langsung,

Besarnya unit cost sekolah dasar negeri lebih kecil jika
dibandingkan dengan sekolah dasar swasta. perbandingan besamya
unit cost antara sekolah negeri dan sekolah swasta adalah l:3,01
y"]"k Kota Yogyakarta, l:1,95 untuk Kabupaten Sleman, dan
I :3, 1 3 untuk Kabupaten Kulonprogo.

. Mutu dan Pemerataan pendidikan

Mutu dan pemerataan pendidikan di sekorah dasar Kota
Yog-yakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo
dikenali bahwa (a) dilihat dari ukuran kelas pada umumnya
tergolong cukup, artinya memiliki kelas yang lengi<ap dari keras I
rt"gu1 VI dengan j"*luh siswa setiap kelas lebih J*i:O orang, (b)
sekolah yang memiliki ukuran kelas lebih dari 30 siswa memiliki
kelas paralel terdapat sekitar 40-45%.

Di Kota Yogyakarta siswa penerima beasiswa lebih banyak
di sekolah yang tergolong baik. Nilai Ebtanas, nilai cawu, dan
lingkungan sekolah pada sekolah-sekolah yang tergolong cukup
setara dengan sekolah-sekolah yang tergolong baik. bi Kibupaten
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Profil Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sleman penerima beasiswa lebih banvak di sekolah tergolong

cukup. Nitai Cr*", Ebtanas' dan lingkungal sekolah antara

sekolah yang Uuif,' a* cukup tidak banyak perbedaannya'

Sementara itu di rabupaten Kuronprogo beberapa aspek mutu yang

menonjol puau ,.r.oiAi t"t"p adalair.ukuran kelas' siswa penerima

beasiswa, nilai Cair]i:*ttG sekolah' dan lingiorngan-sosial' Pada

sekotah yang tergolJtg U"i[ 
"a"fah 

jumlah 8w'-kualifikasi guru'

il;d i;;-dik;rg;u, pengalamffi gum' dan nilai Ebtanas'

Diperoleh informasi gambaran mutu sekolah di Propinsi

Daerah Istimewa'v"gy"t*"" sebagai berikut (a) dari jumlah

sekolah sebanyak 42, tenyata yang tergolong baik ?7",24 
sekolah

dan yang cukup lf ttrcfuil' bistribusinya adalah di Kota

Yogyakarta g seto-iah baik dan 7 cukup' Di Kabupaten Sleman

masing-masing 8 
"o-rt 

y*g U-uiI dan cukup dan di Kabupaten

Kulonprogo sekolJ- ttttuttirt baik ada 7 dan sekolah termasuk

cukup ada 7 sekolah'

' Pembi aywtPendidikan' Mutu' dan Pemerataan Pendidikan

Ada kecenderungan perbedaan pola pembiayaan pendidikan

dan mutu ,.r.orJ *tia sekotah negeri dan swasta.dan antara

sekolah yang tergolong baik dan-setiotatr yang tergolong cukup

dilihat dari sumB;;-;L" yang diperoleh' Skema sumber dana

seperti itu *.ty;k* "i*;1 kitidakmerataan dalam sistem

pengaloka-ti*,"i"' p"a" sekoiah, negeri dan swasta dan pada

sekolah y*g *rrgoto'ng baik dan-sekolah tergolong cukup'

Dilihat dari sisi pengeluaran keterkaitan antara pengeluaran

biaya pendiditcaJd*-ni* 
"r.kolah beberapa kesimpulan diperoleh

sebagaiberikut(a)pengeluaranuntukgajidisekolahnegerirelatif
tidak ada p.ru"a'I*i ,."*.n,*u di sekolah swasta terjadi perbedaan

antara sekolah V*g Uuit dan yanq cukup' dimana sekolah yang

tergolong *kd;;'g"luaIr* ieuitr uanyat untuk gaji' (b) penge-
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luaran 
_untuk proses. belajar mengajar di sekolah negeri yang baik

cukup besar, sedangkan di sekolah swasta yang termasuk-baif juga
lebih besar dibanding sekolah yang termasui cukup, (c) penge_
luaran untuk .*T3 dan prasarana-pada sekolah n"g.ri-kategiri
baik cenderung lebih besar, di swasta pengeluaran *t i sarana dan
prasarana lebih banyak dikeluarkan oleh sekolah bergaterogi
:I*p'(d) pengeluaran untuk kegiatan ekstrakurikuler lebih banyik
di sekolah kategori cukup, terutama di sekolah swasta.

Jika dibandingkan antar komponen pengeluaran, persen-
tasenya relatif tidak banyak perbedaan, kecuati pa-da sekolatr negeri
dengan kategori cukup dan pada sekolah ,**t" :rg" dengan
kategori cukup. yang agak birbeda adarah puau ,.toiut swasta
dengan kategori baik dimana komponen pengeruaran proses belajar
mengajar persentasenya sangat tinggi. penge-luaran dengan persen-
tase . lebih banyak untuk pros"J 

- 
berajai mengajar "o.rrput 

ryu
menjadi prioritas sekolah negeri dan swasta yang tergolong baik.
Bisa jadi pola seperti ini mengkondisikan t.rrupJnyu"p."irrgtu,*
mutu sekolah.

Dibandingkan dengan penelitian clark (r99g) dan Triaswati
(2001), pola pembiayaan pendidikan, baik ,rrnU.. f.n..i_u*maupun pengeluaran, cenderung berpola sama, yaitu uniuk sekolah
negeri masih didominasi sumber biaya dari pemlrintur, o* sekolah
swasta darl orangtua dan masyarakat. tconaisi seperti ini berkait
dengan kebijakan anggaran pemerintah yang masih terorintasi
pada. sekolah negeri dan memposisikan sekolan swasta sebagaisekolah yang "b$T,, menjadi tanggung jawab pemerintah,
sehingga terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. pola diskriminatif
harus segera diakhiri. Baik pola brock-gran *urpu, subsidi
langsung yang akan dipakai oleir pemerintai'untuk merigaiotasrtan
biaya pendidikan ke sekolah heniaknya antara sekolah negeri dan
swasta memperoleh perlakuan yang sama. Daram konteks iri perlu
drjajagi peluang untuk mengaiokiikan dana p"*..lrtur, melalui
voucher yang langsung ke orangtua atau siswa, dengan tidak

ikan
ltara
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Profil Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

memperhatikanapakatrsiswaituberadadisekolahnegeriatau
swasta.

Pengeluaran untuk gaji mendapat porsi. paling 
, 
banyak'

hanya sebagian t".if t"i"?Jkasi untuk kegiatan di luar gaji seperti

pengadaan sarana dan prasarana, proses belajar mengajar' dan

["gili* p.rrg"*u*i;. Hal ini berkait dengan' di satu sisi' dana

feiierintah t.tUrt"t 
"n*va untuk 93ji, 

di sisi lain dibuka peluang

""g* pitt"t sekolatr aapat menggali dana dari sumber lain' antara

lain dari orangtua a* **y*uiu-t, khurosnya untuk sekolatr negeri,

tidakuntuk,.r.or*'**tukarenasekolahswastamemangsudah
,":uf.u*ulsumberdanalebihbanyakberasaldarimasyarakat'
iirrairi seperti ini mengandung implikasi terjadinya persaingan

antar sekolah di;; -sekolatr terkenal dan berada di kota

cenderung *errdafr da"a lebih -besar 
sementara yang tidak

terkenal dan tidali di koo, sebaliknya' Ketimp.angan perolehan

sumber dana dari masya'ukat akan terjadi y1g bisa. mengkibatkan

ketimpangan mutu dan pemerataan pendidikan' Dalam kaitan itu'

solusi melalui alternatif v oucher kiranya perlu untuk dijajagi'

Perbedaan biaya langsung dan tidak langsung yang

dibayarkan oleh "i*'*tr" 
ftt t"totutt dimana orangtua harus

,n"-Uuy* lebih banylt Uagi anaknya yang, sekolah di swasta

iir.Uit* oleh poiu pembiayaan pendidikan yTg memang

;;dg dan diskriiinatii' Pemerintah menanggung sebagian besar

;6" ,""t otut negeri, semenlara orangtua dan masyarakat harus

,n"rr*rggrng sebaiian besar biaya sekolah swasta. Dihitung secara

["**":tif- uiavi ra"gsung dan tidak langsung yang dibayar

;;;;*" baik di t.toritt t"'e".i tttsuPP.swasta ::],T1 
ini sudah

,rr*.rJp besar. Hal ini *.-b"ktikan bahwa partisipasi orangtua

i"rfruaup pendidikan sudatr cukup baik' Dilihat dari kacamata

p.rraiait* berbasis masyarakat, pada beberapa kasus konsep itu

sudah dapat berjJan. Masalah dan tantangan di masa depan adalah

apakah semua t"t"irft Uita melalcukan hal yang sama seperti itu?

64



atau

|}'ak,
peni
dan

Cana

uang
l.Iara
geri,
udah
akat.
ngan
kota
tidak
ehan
itkan
r iru,

ecara

bayar
rudah

ngtua
rmata
p itu
daiah
i itu?

)'ang
UIruS

A asta

nang
besar

Iarus

-".trnal Kependidikan, Nomor t Tahun XXXIil, Mei 2003

Faktor kemampuan ekonomi orangtua dan daya beli masyarakat
akan pendidikan yang sangat bervariasi, disertai dengan ratar
belakang geografik dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah atau
regional, akan sangat mempengaruhi besarnya biaya pendidikan,
langsung dan tidak langsung, yang harus dibayar oreir orangtua.
Dalam kondisi seperti ini tetap tidak bisa aihinaari te{adinya
ketimpangan pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua.
Siapa yang harus membiayai pendidiun ai tingkat pendidikan
dasar? Kata kuncinya tetap: pemerintah.

Terj adinya perbedaan perbanding an uni t c o s t artara sekolah
negeri dan swasta tidak luput dari penyebab seperti diuraikan di
atas. Dilihat dari sumber penerimaan, biaya pei siswa untuk sD
yang diterima dari pemerintah untuk sekolair negeri sekitar Rp
221.000 (Duaratus duapuruh satu ribu rupiah) paia tahun rgg5-
1996 (Clark, dkk, t99B:33-42) lebih kicil- iika dibandingkan
dgnean besarnya unit cost pada tahun yang sama. Implikaslnya
adalah biaya yang ada tidak mencukupi. 

-pada 
sisi lain, di sekolah

swasta yang unit cost-nya lebih tinggi, semuanya bergantung pada
dukungan dana dari masyarakat yarg s*gut variatiidan terbatas
tergantung kemampuan orangtua dan kondisi ekonomi. Dengan
kata lain perbedaan besamya unit cost yaitu biaya rata-rata per
siswa yang dihitung dari besamya pengeluaran dibagi jumlah
siswa, antara sekolah negeri dan swasta masih juga di-pengaruhi
oleh sumber pendapatan dan pola pengeruarannya."secia teknis,
besarnya unit cost bergantung juga pada banyaknya:rrrrur, siswa;
dimana sekolah negeri yang bait-cendemng rir**yr banyak,
sementara sekolah swasta relatif lebih sedikit, kecuali sekolah
swasta yang betul-betul terkenal.

oleh karena sampel sekolah dalam peneritian ini adarah
sekolah yang berkategori baik dan cukui, maka data yang
diperoleh menunjukkan hal tersebut. yung p.riu dik;ji r"uii, r*iut
adalah ternyata sekolah yang baik teblh banyat'oari-rekolah
dengan kategori cukup. Menurut lokasinya, ai'fota Vt iiy:

o5
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lebih banyak dibanding di Kabupaten Sleman dan Kabupaten

Kulonprogo. Banyakny-a sekolah dengan kateggT baik dalam

p"rr.tiii*-ini lebih diseUabtan karena sample sekoiah. yang diambil

i."*u purposif memang sekolah dengan kategori cukup dan baik'

sehingja pelu dilengkup'i a*u* peneltian lanjutan dengan sample

sekolah dengan kate-gori kurang taik. Sedangkan mengapa banyak

di Kota yogyakarta] penjelasannya adalah fasilitas dan potensi

dana yang besar terdapat ii Vogyakarta sehingga tingkat kemajuan

sekolah di Kota Yogyakarta lebih baik'

Diketahuibahwaadaperbedaansumberdanaantamsekolah
negeri dan swasta V*g t *"dian dapat dipakai sebagai petunjuk

;;r" ketidakadilan. Diketahui pula adanya pola pengeluaran

antara sekolah negeri dan sekolah swasta dan antara sekolah yang

baik dengan yang cukup. Kedua pola ini menunjukkan adanya

perbedaai pen.t anan dalam menetapkan pengeluaran' yaitu di satu

;ihrk lebih menekankan ke alokasi pengeluaran untuk gaji, yang

ir*f"f,"y" lebitr dari 80 persen' SemJntara di pola yang lain sudah

mulai menunjukk* ua*yu perhatian untuk pengeluaran non-gaji

yaitu untuk meningkatkan proses.pembelajaran' Yang terakhir ini

i.r:"ai di sekolah ri.!.n dan sekolah swasta dengan kategori baik'

Disadari oteh keduariya bahwa meningkatkan dan lempefahankan
mutu sekolah menjadi kewajiban utama' dan karenanya

memerlukan afomsi a"ggaran *i"t proses belajar mengajar lebih

banyak. Inilah penjeliian rasionai terjadinya fenomena dua

t io*pot sekolah yang ingin meningkatkan dan.m:Teertahankan

mutu sekolahnya. irua"u ufiti*Va kedua jenis sekotah seperti ini

setiap tahun untuk m"mperoleh siswa baru yang terus bertambah

karenadisisilainmerupakanpotensiuntukmenambahsumber
J* y*g berasal dari orangtua. Sekolah negeri dan swasta dengan

,.pur*i laik cenderung GUitr mr1gah memperoleh. siswa baru

dengan jumlah dih t*yak dibanding dengan sekolah yang tidak

*"riitit i reputasi. f"faka, konsekuen'ittyu' sekolah yang memiliki

reputasi baik itu r.rnp.ror"h dana dari masyarakat cenderung labih
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banyak. Kondisi seperti ini akan memicu terjadinya ketidakadilan
lagi.

Kesimpulan

. Sumber pembiayaan sD Negeri masih didominasi oreh
nelerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah melalui
mekanisme block-granf dan subsidi langsung ke sekorarr.
sedangkan sumber penerimaan sD Swasta, terirtama di Kota
Yogyakarta, berasal dari orang tua dan bantuan **y*J* merarui
uang sumbangan pembinaan pendidikan dan sejenisnya.

Pola pengeluaran sebagian besar masih dipergunakan untuk
membayar gaji guru. Alokasi untuk kegiatan fi;; belajar
mengajar, pengadaan- perlengkaparr, saruni dan prasarana padaumunnya masih relatif sedikit. Dilihat dari b"ru*yu biuyu
langsung dan tidak langsung, pola yang dapat aitemutJn adalah
orangfua harus menyediakan uang lebitr-uanyat untuk membiayai
anaknya yang sekolf di 

-swasta 
daripada di sekolah negeri dan

menyediakan lebih banyak uang untuk biaya langsung daripada
Piull tidak langsung. Besarnya iata-rata unit cost sekolatr swastajauh lebih tinggi daripada sekolah negeri.

Mutu sekolah sebagian besar adarah termasuk baik dan
:*.up dengan pola R.emblalaan yang masih menunjukkan
ketimpangan antara sekolah 

- 
rr.g.ri Jun swasta---paaa sisipenerimaan, dan menunjukkan letimpangan juga pada sisipengeluarannya antara pengeluaran *t"t Eu:i aui pen-getua.an

untuk non-gaji, khususnya untuk meningtiatl* pror"r' belajar
mengajar. Dikenali pada sebagian sekolah 6ermt"go'ri uuit ua*yu
kesadaran untuk memulai mengarokasikan dana ,rrit* kepentingan
meningkatkan proses.befajar mengajar yang pada giliranirya nanti
akan memacu meningkatkan mutu fendidikan.
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Saran

Saran dan rekomendasi perbaikan pembiayaan pendidikan

agar dapat dibuat suatu model iembiayaan pendidikan yang lebih

ulit dan mengkondisikan meningkatkan mutu dan pemerataan

pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, perlu dibuat suatu rancangan kebijakan dasar

untLrkmengurangisedikitdemisedikitketergantunganpembiayaan
p."Jiaim-t"puf,u p.*"rintah pusat dan daerah, dan meningkatkan

sumber dana yang ierasal dari masyarakat untuk sekolah-sekolah

n"g.ri. Sumber d-ana dari orang tua untuk sekolah swasta perlu

diikuti dengan penggalian dana dari usatra swasta dan usaha-usaha

froduktif a-,,i fjifru[lekolah oleh karena sumber dana yang berasal

iuri orang tua bukan tidak terbatas, melainkan ada batasnya'

Kedua, pola penggalian dana sangat diperlukan untuk

memperbaiki proses i"*u.tuJ*an di dalam kelas. Pola alokasi

p"ng.l.r** yang ierjadi selama ini kurang mendukung

p"nl-.,gkatanmutudanpemerataanpendidikan.Perluadaketegasan
dan klmitmen politik dari pemerintah, siapa sebenarnya yang harus

b.*gg*g jawab membiayai pendidikan dasar, kalau pemerintah

berkeinginan menuntaskan waji6 belajar pendidikan dasar sembilan

tahun.

Ketiga, perlu adanya pembakuan besarnya rata'rata biaya

pendidikan 
-*tut 

sekolah disar menurut kondisi sekolah dan

iingkungannya agar tidak terjadi ketimpangan besarnya rata'rata

unit cost antara sekolah ,r.g.ri dan sekolah swasta yang didasarkan

pada peningkatan mutu secara berkelanjutan'

Keempat, pola pembiayaan pendidikan yang diharapkan

terjadi adalah di sisi penerimaan tidak terjadi ketimpangan antara

sekolah negeri dan swasta, baik dari sumber pemerintah maupun

orangtua,a*aisisipengeiuaranjugatidakterjadiketimpangan
yang-terlampaujauhantarapengeluaranuntukbiayarutin,terutama
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gaji, dengan pengeluaran untuk non-gaji, terutama peningkatan
proses belajar mengajar. Dengan demikian diharapkan terjadi
adanya dukungan pembiayaan pendidikan bagi meningkatan mutu
dan pemerataan pendidikan di tingkat dasar.

Kelim4 analisis dan penelitian lanjutan masih perlu
dilakukan yang fokusnya pada analisis marjinal dan nilai tambah,
dilengkapi dengan penelitian pada tingkat sLTp dalam konteks
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
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